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ABSTRACT 

 
The widespread misuse of Komix cough medicine can be seen from the discovery of many packets of 
cough medicine in places where teenagers usually gather. Abuse of Komix cough medicine is 
increasingly widespread, as indicated by the frequent findings and increasing number of cases among 
teenagers in the Kanyurang village community. Efforts to overcome the abuse of class III narcotics 
contained in the drug Komix among teenagers in the Lampung Regional Police area are carried out 
with several efforts, including Pre-emptive, which is the first step for prevention carried out by the 
police by holding outreach and counseling. Preventive, is real prevention carried out by the Police 
in the form of vehicle raids in vulnerable areas where narcotics are distributed and trafficked. The 
final effort is Repressive, which has gone through several stages, namely inquiry, investigation, 
arrest, search, confiscation, examination, detention, and filing. The inhibiting factors in efforts to 
overcome the abuse of class III narcotics contained in the drug Komix among teenagers in the 
Lampung Regional Police are community factors and family factors, where there is a lack of 
understanding in the community, especially teenagers, about the dangers of drugs as well as social 
factors and the friendship environment. In efforts to overcome criminal acts through pre-emptive and 
preventive efforts, we can increase cooperation with religious institutions to strengthen faith for all 
levels of society and can tighten supervision, increase the intensity of patrols consistently, and carry 
out their duties and functions as law enforcement officers as regulated in the law. -invitation. 
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ABSTRAK 

 
Maraknya penyalahgunaan obat batuk Komix, dapat dilihat dari banyak ditemukannya bungkusan 
obat batuk tersebut ditempat yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya remaja. Penyalahgunaan obat 
batuk Komix semakin menyebar diindikasikan dengan kerapnya temuan-temuan dan kasus-kasus 
remaja di masyarakat desa kanyurang yang semakin meningkat. Upaya penanggulangan 
penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah 
Polda Lampung adalah dilakukan dengan beberapa upaya antara lain: Preventif, merupakan langkah 
awal untuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengadakan sosialisasi dan 
penyuluhan. Preventif, merupakan pencegahan secara nyata pun dilakukan oleh Kepolisian berupa 
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razia kendaraan di daerah rentan tempat penyaluran dan peredaran gelap Narkotika. Upaya yang 
terakhir ialah Refresif, yang telah lalukan melalui beberapa tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, 
penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan dan pemberkasan. Faktor 
penghambat upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat 
Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung adalah faktor masyarakat dan faktor keluarga 
yang dimana kurangnya pemahaman masyarakat terutama remaja, tentang bahaya narkoba serta 
faktor pergaulan dan lingkungan pertemanan. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana melalui 
upaya pre-emtif dan preventif dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi keagamaan guna 
penguatan iman untuk seluruh lapisan masyarakat serta dapat lebih memperketat pengawasan, 
meningkatkan intensitas patroli secara konsisten serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
aparat penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. 

 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Narkotika Golongan III, Obat Komix 

 

I. PENDAHULUAN 

Masa remaja (adolescence) juga 

diartikan sebagai masa transisi dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa, seperti yang 

dinyatakan oleh urutan periode. Periode 

perkembangan manusia secara umum 

dijabarkan dalam beberapa periode- periode 

perkembangan menjadi masa kanak-kanak, 

masa remaja dan masa dewasa, untuk setiap 

periode akan diperkirakan rentang usia agar 

dapat memperoleh gambaran megenai kapan 

periode itu mulai dan berakhir, Bayi (Lahir 

sampai 18- 24 bulan), masa kanak-kanak awal 

(2-5 Tahun), masa kanak-kanak pertengahan 

dan akhir (6-11 Tahun), masa remaja (10-13 

sampai 18-20), masa dewasa awal (20-an 

sampai 30an), masa dewasa menengah (35-45 

sampai 55-56), masa dewasa akhir (60-an-70-

an sampai meninggal). 

Penegakan hukum harus sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia. Hukum tersebut harus 

 
1  George Ritzer, Douglas J. Goodman. teori Sosiologi 

Modern, (Jakarta: Kencana, 2004). Penerjemah: Alimandan, 

hlm: 271-272 

ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-

cita bangsa Indonesia sebagaimana yang 

dirumuskan pada Pembukaan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Tidak dipungkiri Indonesia sebagai negara 

yang masih berkembang tentunya tidak 

terlepas dari pengaruh zaman yang 

mengglobalisasi atau perkembangan zaman 

yang mendunia.  

Perkembangan yang terjadi sudah mulai 

merambah banyak aspek kehidupan. 

Permasalahan sosial di tengah-tengah 

masyarakat selalu mengalami perubahan dan 

terus berkembang mengikuti dinamika 

perkembangan masyarakatnya.1 Maraknya 

penyalahgunaan obat batuk Komix, dapat 

dilihat dari banyak ditemukannya bungkusan 

obat batuk tersebut ditempat yang biasa 

dijadikan tempat berkumpulnya remaja, 

ratusan bungkus obat batuk Komix saset 

ditemukan dalam bentuk kemasan. Diduga 

obat Komix tersebut disalahgunakan untuk 

mabuk oleh kalangan remaja. 
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Penyalahgunaan obat batuk Komix 

semakin menyebar diindikasikan dengan 

kerapnya temuan-temuan dan kasus-kasus 

remaja di masyarakat desa kanyurang yang 

semakin meningkat. Seringkali dijumpai 

remaja dengan kondisi tubuh yang terlihat 

lemas, mata merah, bicara tidak terkontrol, 

berjalan sempoyongan yang mirip dengan 

orang mabuk narkoba ataupun minuman keras.  

Obat batuk Komix digunakan dengan 

tujuan mabuk dan biasanya pada saat malam 

minggu, perayaan pesta pernikahan atau 

perayaan pesta lainnya. Kasus penggunaan zat-

zat berbahaya seperti lem Aibon dan obat 

batuk jenis Komix di kalangan generasi muda 

khususnya remaja sangat mengkhawatirkan. 

Terlebih, lem Aibon dan Komix sangat mudah 

diperoleh karena banyak dijual di warung-

warung, apotek dan minimarket.  

Dampak yang lain bahwa remaja yang 

diduga melakukan penyalahgunaan obat 

memiliki kecenderungan mengalami 

penurunan produktifitas seperti mereka yang 

biasanya rajin dalam membantu orang tua 

sekarang bermalas-malasan, suka menyendiri, 

membatasi diri dalam bersosialisasi yaitu 

hanya berinteraksi dengan kelompok tertentu2 

Penyalahgunaan obat batuk Komix ini telah 

sampai ditahap yang meresahkan masyarakat. 

Penurunan produktifitas remaja tersebut 

dikarenakan obat batuk Komix mengandung 

dektrometorfan yang merupakan termasuk 

 
2   Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 

2011.Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 

narkotika gologan III (tiga). Narkotika 

Golongan III yang terdapat pada Pasal 122 

Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang menyatakan bahwa : “Setiap 

orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan III, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun 

dan pidana denda paling sedikit 

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah).”  

Narkotika yang mempunyai definisi zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sintetis maupun semisintetis 

yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Dalam memandang hukum sebagai alat 

kontrol sosial manusia, maka hukum 

merupakan salah satu alat pengendali sosial. 

Alat lain masih ada sebab masih saja diakui 

keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya 

keyakinan, kesusilaan). 

 

II. METODE PENELITIAN 

Untuk memecahkan masalah dan 

memberikan petunjuk pada permasalahan yang 

akan dibahas, maka metode penelitian yang 

penulis gunakan terdiri dari metode 
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pendekatan yuridis normatif, metode 

pendekatan yuridis normatif yang akan 

digunaka menggunakan dua sumber data 

pendukung baik data perimer dan data 

sekunder. Dalam penelitian ini akan digunakan 

data primer seperti peraturan perundang-

undangan. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu dari 

forum-forum ilmiah dan hasil dari karya tulis 

lainnya. Kemudian menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

menyajikan data penelitian dalam bentuk 

uraian kalimat. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Upaya Penanggulangan 

Penyalahgunaan Narkotika 

Golongan III yang Terdapat pada 

Obat Komix di Kalangan Remaja 

di Wilayah Polda Lampung 

Upalyal penalnggulalngaln kejalhaltaln 

dikenall dengaln berbalgali istilalh, alntalral lalin penall 

policy, criminall policy, altalu stralfrechtspolitiek 

aldallalh sualtu usalhal untuk menalnggulangi 

kejalhaltaln melallui penegalkaln hukum pidalnal, yalng 

ralsionall yalitu memenuhi ralsal kealdilaln daln dalyal 

gunal.  

Dallalm ralngkal menalnggulalngi kejalhaltaln 

terhaldalp berbalgali salralnal sebalgali realksi yalng 

dalpalt diberikaln kepaldal pelalku kejalhaltaln, berupal 

salralnal pidalnal malupun non hukum pidalnal, yalng 

dalpalt diintegralsikaln saltu dengaln yalng lalinnyal. 

Menurut Friedrich Kalrl von Salvigny sebalgalimalnal 

 
3   Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, 

Bandung: Alumni, hlm. 7 

dikutip Sudalrto: Hukum dibentuk altals keinginaln 

daln kesaldalraln tialp-tialp individu di dallalm 

malsyalralkalt, dengaln malksud algalr hukum dalpalt 

berjallaln sebalgalimalnal dicital-citalkaln oleh 

malsyalralkalt itu sendiri, yalkni menghendalki 

kerukunaln daln perdalmalialn dallalm pergalulaln 

hidup bersalmal. 

Oralng yalng melalkukaln tindalk pidalnal 

alkaln mempertalnggung jalwalbkaln perbualtaln 

tersebut dengaln pidalnal alpalbilal ial mempunyali 

kesallalhaln, seseoralng mempunyali kesallalhaln 

alpalbilal paldal walktu melalkukaln perbualtaln dilihalt 

dalri segi malsyalralkalt menunjukkaln palndalngaln 

normaltif mengenali kesallalhalnnyal.3 

Alpalbilal salralnal pidalnal digualnalkaln untuk 

menalnggulalngi kejalhaltaln, beralrti alkaln 

dilalksalnalkaln politik hukum pidalnal, yalkni 

mengaldalkaln pemilihaln untuk mencalpali halsil 

perundalng-undalngaln pidalnal yalng sesuali dengaln 

kealdalaln daln situalsi paldal sualtu walktu daln untuk 

malsal-malsal yalng alkaln daltalng. 

Penggunalaln hukum pidalnal merupalkaln 

penalnggulalngaln sualtu gejallal daln bukaln sualtu 

penyelesalialn dengaln menghilalngkaln sebalb-

sebalbnyal dengaln kaltal lalin salnksi hukum pidalnal 

bukalnlalh merupalkaln pengobaltaln kalusaltif tetalpi 

halnyal sekedalr pengobaltaln simptomaltik. Upalyal 

kepolisialn merupalkaln balgialn integrall dalri 

kebijalkaln sosiall (sociall policy).  

Kebijalkaln sosiall dalpalt dialrtikaln sebalgali 

usalhal yalng ralsionall untuk mencalpali 

kesejalhteralaln malsyalralkalt (sociall welfalre policy) 

daln sekalligus mencalkup perlindungaln 

malsyalralkalt (sociall defence policy). Jaldi secalral 

singkalt dalpalt dikaltalkaln balhwal tujualn alkhir altalu 

tujualn utalmal dalri kebijalkaln kriminall iallalh 
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“perlindungaln malsyalralkalt untuk mencalpali 

kesejalhteralaln”. Kebijalkaln pengalnggulalngaln 

kejalhaltaln (politik kriminall) menurut Balrdal 

Nalwalwi Alrif menggunalkaln 2 (dual) salralnal, yalitu: 

1. Kebijalkaln Pidalnal dengaln Salralnal Penall 

Salralnal penall aldallalh penalnggulalngaln 

kejalhaltaln dengaln menggunalkaln hukum pidalnal 

yalng di dallalm nyal terdalpalt dual malsallalh sentrall, 

yalitu: 

a. Perbualtaln alpal yalng sehalrusnyal dijaldikaln 

tindalk pidalnal. 

b. Salnksi alpal yalng sebaliknyal digunalkaln altalu 

dikenalkaln paldal pelalnggalr. 

Ted Honderich jugal berpendalpalt, balhwal 

sualtu pidalnal dalpalt disebut sebalgali allalt 

pencegalhaln yalng ekonomis (economicall 

deterrents) alpalbilal dipenuhi beberalpal syalralt yalitu 

pidalnal itu sungguh mencegalh, lallu pidalnal itu 

tidalk menyebalbkaln timbulnyal kealdalaln yalng lebih 

berbalhalyal/merugikaln dalripaldal yalng alkaln terjaldi 

alpalbilal pidalnal itu tidalk dikenalkaln sertal yalng 

teralkhir, tidalk aldal pidalnal lalin yalng dalpalt 

mencegalh secalral efektif dengaln balhalyal/kerugialn 

yalng lebih kecil.4 

2. Kebijalkaln Pidalnal dengaln Salralnal Non Penall 

Kebijalkaln penalnggulalngaln kejalhaltaln 

dengaln salralnal non penall halnyal meliputi 

penggunalaln salralnal sosiall untuk memperbaliki 

kondisi-kondisi sosiall tertentu, nalmun secalral tidalk 

lalngsung mempengalruhi upalyal pencegalhaln 

terjaldinyal kejalhaltaln. Penjelalsaln di altals 

menunjukkaln balhwal kebijalkaln penall menitik 

beraltkaln paldal sifalt represif setelalh sualtu tindalk 

pidalnal terjaldi dengaln dual dalsalr yalitu penentualn 

perbualtaln alpal yalng sehalrusnyal dijaldikaln tindalk 

pidalnal daln salnksi alpal yalng sebaliknyal digunalkaln 

 
4  Tio Dandi Fasu Dewa, “Upaya Kepolisian 

Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat 

altalu dikenalkaln kepaldal si pelalnggalr. Kebijalkaln 

nonpenall lebih bersifalt tindalkaln pencegalhaln 

malkal salsalraln utalmalnyal aldallalh menalngalni 

falktor-falktor kondusif penyebalb terjaldinyal 

kejalhaltaln balik secalral lalngsung altalu tidalk 

lalngsung. 

Paldal halkikaltnyal, pembalhalrualn hukum 

pidalnal halrus ditempuh dengaln pendekaltaln yalng 

berorientalsi paldal kebijalkaln (policy-oriented 

alpproalch) daln sekalligus pendekaltaln yalng 

berorientalsi paldal nilali (vallue-oriented alpproalch) 

kalrenal ial halnyal merupalkaln balgialn dalri sualtu 

lalngkalh kebijalkaln altalu policy (yalitu balgialn dalri 

politik hukum/penegalkaln hukum, politik hukum 

pidalnal, politik kriminall, daln politik sosiall).  

Pendekaltaln kebijalkaln daln pendekaltaln 

nilali terhaldalp sejumlalh perbualtaln alsusilal 

dilalkukaln dengaln mengaldopsi perbualtaln yalng 

tidalk palntals/ tercelal di malsyalralkalt daln beralsall 

dalri aljalraln-aljalraln algalmal dengaln salnksi berupal 

pidalnal. Semulal sualtu perbualtaln dialnggalp tidalk 

tercelal, alkaln tetalpi alkhirnyal malsyalralkalt menilali 

balhwal perbualtaln itu aldallalh tercelal, sehinggal 

terhaldalp perbualtaln itu dialncalmkaln dengaln sualtu 

salnksi pidalnal.  

Memalng tidalk mungkin semual perbualtaln 

yalng tercelal daln sebalgalinyal itu dijaldikaln tindalk 

pidalnal. Empalt kriterial yalng perlu diperhaltikaln 

sebelum memberi alncalmaln pidalnal 

(mengkriminallisalsi), yalitu tujualn hukum pidalnal; 

penetalpaln perbualtaln yalng tidalk dikehendalki; 

perbalndingaln alntalral salralnal daln halsil; daln 

kemalmpualn baldaln penegalk hukum. 

1. Upalyal Penall 

Upalyal penall aldallalh upalyal 

Izin Mengemudi (SIM),” Skripsi Universitas Lampung 

Tahun 2020. 
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penalnggulalngaln kejalhaltaln yalng bersifalt 

represif (penindalkaln) balgi pelalnggalr 

hukum altalu pelalku kejalhaltaln. Jaldi, upalyal 

ini dilalkukaln setelalh kejalhaltaln terjaldi 

dengaln calral memberikaln hukumaln 

terhaldalp pelalku kejalhaltaln. Upalyal 

penalnggulalngaln hukum pidalnal melallui 

salralnal penall dallalm mengaltur malsyalralkalt 

lewalt perundalng-undalngaln paldal 

halkikaltnyal merupalkaln wujud sualtu 

lalngkalh kebijalkaln (policy). 

Upalyal penalnggulalngaln kejalhaltaln 

lewalt jallur “penall” lebih menitikberaltkaln 

paldal sifalt “repressive” (penindalsaln/ 

pemberalntalsaln/ penumpalsaln) sesudalh 

kejalhaltaln terjaldi. Disebut jugal dengaln 

penindalkaln terhaldalp produsen, balndalr, 

pengedalr, daln pemalkali berdalsalrkaln 

hukum. Upalyal ini merupalkaln upalyal 

instalnsi pemerintalh yalng berkewaljibaln 

mengalwalsi daln mengendallikaln produksi 

malupun distribusi semual zalt yalng tergolong 

nalrkobal.13  

Selalin mengendallikaln produksi daln 

distribusi, upalyal penall berupal penindalkaln 

jugal dilalkukaln terhaldalp pemalkali sebalgali 

pelalnggalr undalng-undalng tentalng nalrkotikal. 

Instalnsi yalng bertalnggungjalwalb terhaldalp 

distribusi, produksi, penyimpalnaln, daln 

penyallalhgunalaln nalrkobal aldallalh: 5 

1) Baldaln Pegalwals Obalt daln Malkalnaln 

(BPOM); 

2) Depalrtemen kesehaltaln; 

 
5  Subagyo Partodiharjo, 2006. Kenali 

Narkoba dan Musushi Penyalahgunaannya. Jakarta. 

3) Direktoralt Jenderall Beal daln Cukali; 

4) Direktoralt Jenderall Imigralsi; 

5) Baldaln Nalrkotikal Nalsionall (BNN); 

6) Kepolisialn; 

7) Kejalksalaln Algung/ Kejalksalaln Tinggi/ 

Kejalksalaln Negeri; 

8) Malhkalmalh Algung/ Pengaldilaln Tinggi/ 

Pengaldilaln Negeri.  

2. Upalyal Non Penall 

Upalyal non penall aldallalh upalyal 

penalnggulalngaln kejalhaltaln yalng bersifalt 

preventif yalitu upalyal-upalyal pencegalhaln 

terhaldalp kemungkinaln kejalhaltaln yalng 

dilalksalnalkaln sebelum terjaldi kejalhaltaln. 

Meskipun demikialn alpalbilal pencegalhaln 

dialrtikaln secalral luals malkal tindalkaln 

represif yalng berupal pemberialn pidalnal 

terhaldalp pelalku kejalhaltaln dalpaltlalh 

dimalsukkaln algalr oralng yalng bersalngkutaln 

daln malsyalralkalt paldal umumnyal tidalk 

melalkukaln tindalk pidalnal. 

Upalyal penalnggulalngaln kejalhaltaln 

lewalt jallur “non penall” lebih 

meniitikberaltkaln paldal sifalt “preventive” 

(palncegalhaln/ penalngkallaln/ pengendallialn) 

sebelum kejalhaltaln terjaldi. Disebut jugal 

upalyal pencegalhaln, upalyal ini ditujukaln 

kepaldal malsyalralkalt sehalt yalng belum 

mengenall nalrkobal sehinggal tidalk tertalrik 

untuk menyallalhgunalkalnnyal. Selalin 

dilalkukaln oleh pemerintalh (instalnsi 

terkalit), progralm ini jugal salngalt efektif jikal 

dibalntu oleh instalnsi daln institusi lalin, 

Penerbit Erlangga. hlm 107. 



 B.H. Maryati, Muhtadi, & H.S. Tisnanta  P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625 

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02, September 2023 
   

408 

termalsuk lembalgal professionall terkalit, 

lembalgal swaldalyal malsyalralkalt, 

perkumpulaln, ormals, daln lalin-lalin. Bentuk 

kegialtaln: 

1)  Kalmpalnye alnti penyallalhgunalaln 

nalrkobal 

Progralm pemberialn informalsi saltu alralh 

(monolog) dalri pembicalral kepaldal 

pendengalr tentalng balhalyal pemalkalialn 

nalrkobal. Kalmpalnye bersifalt memberi 

informalsi saltu alralh talnpal talnyal jalwalb. 

Bialsalnyal halnyal memberikaln galris besalr, 

dalngkall, daln umum. Informalsi 

disalmpalikaln oleh tokoh malsyalralkalt, bukaln 

oleh tenalgal    profesionall. Tokoh tersebut bisal 

ulalmal, pejalbalt, senimaln, daln sebalgalinyal. 

Kalmpalnye alnti penyallalhgunalaln nalrkobal 

dalpalt jugal dilalkukaln melallui spalnduk, 

poster, brosur, daln balliho. Misi yalng 

disalmpalikaln aldallalh pesaln untuk melalwaln 

penyallalhgunalaln nalrkobal, talnpal penjelalsaln 

yalng mendallalm altalu ilmialh tentalng 

nalrkobal.19 

2) Penyuluhaln seluk beluk nalrkobal 

Berbedal dengaln kalmpalnye yalng monolog, 

penyuluhaln bersifalt diallog dengaln Talnyal 

jalwalb. Bentuk penyuluhaln dalpalt berupal 

seminalr, ceralmalh, daln lalin-lalin. Tujualnnyal 

aldallalh untuk mendallalmi berbalgali malsallalh 

tentalng nalrkobal sehinggal malsyalralkalt benalr-

benalr talhu daln kalrenalnyal tidalk tertalrik 

untuk menyallalhgunalkaln nalrkobal. Paldal 

penyuluhaln aldal diallog altalu talnyal jalwalb 

tentalng nalrkobal lebih mendallalm. Malteri 

disalmpalikaln oleh tenalgal professionall 

dokter, psikolog, polisi, Baldaln Nalrkotikal 

Nalsionall (BNN), alhli hukum, sosiolog 

sesuali dengaln temal penyuluhaln. 

Penyuluhaln tentalng nalrkobal ditinjalu lebih 

mendallalm dalri malsing-malsing alspek 

sehinggal lebih menalrik dalripaldal 

kalmpalnye.20 

3) Pendidikaln daln pelaltihaln kelompok 

sebalyal (peer group) 

Untuk dalpalt menalnggulalngi malsallalh 

nalrkobal secalral efektif di dallalm kelompok 

malsyalralkalt terbaltals tertentu, dilalkukaln 

pendidikaln daln pelaltihaln dengaln mengalmbil 

pesertal dalri kelompok itu sendiri. Paldal 

progralm ini, pengenallaln malteri nalrkobal 

lebih mendallalm lalgi, disertali simulalsi 

penalnggulalngaln, termalsuk laltihaln pidalto, 

laltihaln diskusi, laltihaln menolong penderital, 

daln lalin-lalin. Progralm ini dilalkukaln di 

sekolalh, kalmpus, kalntor dallalm walktu 

beberalpal halri. Progralm ini melibaltkaln 

beberalpal oralng nalralsumber daln pelaltih, 

yalitu tenalgal yalng profesionall sesuali 

dengaln progralmnyal. 

4) Upalyal mengalwalsi daln 

mengendallikaln produksi daln 

distribusi nalrkobal di malsyalralkalt 

Pengalwalsaln daln pengendallialn aldallalh 

upalyal non penall yalng menjaldi tugals 

alpalralt terkalit, seperti Baldaln Nalrkotikal 

Nalsionall (BNN), polisi, depalrtemen 

kesehaltaln, Baldaln Pengalwalsaln Obalt daln 

Malkalnaln (BPOM), imigralsi, beal cukali, 

kejalksalaln, pengaldilaln, daln sebalgalinyal. 

Tujualnnyal aldallalh algalr nalrkobal daln 

balhaln balku pembualtalnnyal (precursor) 

tidalk beredalr sembalralngaln. Kalrenal 

keterbaltalsaln jumlalh daln kemalmpualn 
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petugals, progralm ini belum berjallaln 

optimall. Malsyalralkalt halrus ikut sertal 

membalntu secalral proalktif. Salyalngnyal, 

petunjuk daln pedomaln peraln sertal 

malsyalralkalt ini salngalt kuralng, sehinggal 

peraln sertal malsyalralkalt menjaldi tidalk 

optimall. Sehalrusnyal instalnsi terkalit 

membualt petunjuk pralktis yalng dalpalt 

digunalkaln oleh malsyalralkalt untuk 

berpalrtisipalsi dallalm mengalwalsi 

peredalraln nalrkobal. 

Berdalsalrkaln kewenalngaln yalng dimiliki 

Kepolisialn yalng itu menjaldi tugalsnyal dallalm 

berkalryal daln mengalbdi untuk negalral, Kepolisialn 

berwenalng untuk melalkukaln upalyal 

penalnggulalngaln untuk memberalntals 

penyallalhgunalaln nalrkotikal golongaln III yalng 

terdalpalt paldal obalt komix di kallalngaln remaljal di 

wilalyalh hukum Poldal Lalmpung.6  

Upalyal penalnggulalngaln kejalhaltaln dalpalt 

jugal dialrtikaln politik kriminall sebalgali pengalturaln 

altalu penyusunaln secalral ralsionall usalhal-usalhal 

pengendallialn kejalhaltaln oleh malsyalralkalt daln 

tidalk terlepals dalri kebijalkaln yalng lebih luals, yalitu 

kebijalkaln sosiall.  

Upalyal penalnggulalngaln kejalhaltaln 

dikenall dengaln berbalgali istilalh, alntalral lalin penall 

policy, criminall policy, altalu stralfrechtspolitiek 

aldallalh sualtu usalhal untuk menalnggulalgi 

kejalhaltaln melallui penegalkaln hukum pidalnal, yalng 

ralsionall yalitu memenuhi ralsal kealdilaln daln dalyal 

gunal. Dallalm ralngkal menalnggulalngi kejalhaltaln 

terhaldalp berbalgali salralnal sebalgali realksi yalng 

 
6 Ibid., 
7 Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, Teori-

teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 14 

dalpalt diberikaln kepaldal pelalku kejalhaltaln, berupal 

salralnal pidalnal malupun non hukum pidalnal, yalng 

dalpalt diintegralsikaln saltu dengaln yalng lalinnyal. 

Upalyal kepolisialn merupalkaln balgialn 

integrall dalri kebijalkaln sosiall (sociall policy). 

Kebijalkaln sosiall dalpalt dialrtikaln sebalgali usalhal 

yalng ralsionall untuk mencalpali kesejalhteralaln 

malsyalralkalt (sociall welfalre policy) daln sekalligus 

mencalkup perlindungaln malsyalralkalt (sociall 

defence policy). Jaldi secalral singkalt dalpalt 

dikaltalkaln balhwal tujualn alkhir altalu tujualn utalmal 

dalri kebijalkaln kriminall iallalh perlindungaln 

malsyalralkalt untuk mencalpali kesejalhteralaln.  

Dengaln demikialn dilihalt dalri sudut politik 

kriminil secalral malkro daln globall, malkal upalyal-

upalyal non penall menduduki posisi kunci daln 

straltegis dalri keseluruhaln politik kriminil. 

Menurut Gene Kalssebalum penalnggulalngaln 

kejalhaltaln dengaln menggunalkaln hukum pidalnal 

merupalkaln calral yalng palling tual, setual peraldalbaln 

malnusial itu sendiri disebut sebalgali older 

philosophy of crime control.7  

Menurut Mulaldi daln Balrdal Nalwalwi Alrief 

tigal allalsaln mengenali perlunyal pidalnal daln hukum 

pidalnal, aldalpun intinyal sebalgali berikut:8 

a. Perlu tidalknyal hukum pidalnal tidalk terletalk 

paldal persoallaln tujualn-tujualn yalng hendalk 

dicalpali, tetalpi terletalk paldal persoallaln 

seberalpal jaluh untuk mencalpali tujualn itu boleh 

menggunalkaln palksalaln; persoallaln bukaln 

terletalk paldal halsil yalng alkaln dicalpali tetalpi 

dallalm pertimbalngaln alntalral dalri halsil itu daln 

nilali dalri baltals-baltals kebebalsaln pribaldi 

malsing-malsing. 

8 Ibid, hlm. 67 
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b. Aldalnyal usalhal-usalhal perbalikaln altalu 

peralwaltaln yalng tidalk mempunyali alrti salalt 

sekalli balgi terhukum; daln disalmping itu halrus 

tetalp aldal sualtu realksi altals pelalnggalraln-

pelalnggalraln normal yalng telalh dilalkukalnnyal 

itu daln tidalklalh dalpalt dibialrkaln begitu saljal. 

c. Pengalruh pidalnal altalu hukum pidalnal bukaln 

semaltal-maltal ditujukaln kepaldal penjalhalt, tetalpi 

jugal untuk mempengalruhi oralng yalng tidalk 

jalhalt, yalitu walrgal malsyalralkalt yalng menalalti 

normal-normal malsyalralkalt.9 

Upalyal penalnggulalngaln kejalhaltaln dalpalt 

jugal dialrtikaln politik kriminall sebalgali pengalturaln 

altalu penyusunaln secalral ralsionall usalhal-usalhal 

pengendallialn kejalhaltaln oleh malsyalralkalt daln 

tidalk terlepals dalri kebijalkaln yalng lebih luals, yalitu 

kebijalkaln sosiall.10 Upalyal penalnggulalngaln 

kejalhaltaln Nalrkotikal dengaln salralnal non penall 

misallnyal penyalntunaln daln pendidikaln sosiall 

dallalm ralngkal mengembalngkaln talnggung jalwalb 

sosiall walrgal malsyalralkalt, penggalralpaln kesehaltaln 

melallui pendidikaln morall, algalmal, peningkaltaln 

usalhal-usalhal kesejalhteralaln alnalk daln remaljal, 

kegialtaln paltroli daln pengalwalsaln lalinyal secalral 

kontinyu oleh polisi daln alpalralt kealmalnaln lalinyal.  

Usalhal-usalhal non penall dalpalt meliputi 

bidalng yalng salngalt luals sekalli di seluruh sektor 

kebijalkaln sosiall. Tujualn utalmal dalri usalhal-usalhal 

non penall itu aldallalh memperbaliki kondisi-kondisi 

sosiall tertentu, nalmun secalral tidalk lalngsung 

mempunyali pengalruh preventif terhaldalp 

kejalhaltaln. 

Balhwalsalnyal bentuk penyallalhgunalaln 

obalt komix yalng dilalkukaln oleh remaljal dicalmpur 

dengaln minumaln sprite altalu minum oplosaln 

 
9 Barda Nawawi Arief dan Muladi, Op, Cit, hlm. 

103 

mengalkibaltkaln kelebihaln dosis sehinggal palral 

pelalku berhallusinalsi altalu malbuk. 

Penyallalhgunalaln zalt altalu balhaln lalinnyal 

(NAlPZAl) yalitu penggunalaln zalt/obalt yalng dalpalt 

menyebalbkaln ketergalntungaln daln efek non-

teralpeutik altalu non-medis paldal individu sendiri 

sehinggal menimbulkaln malsallalh paldal kesehaltaln 

fisik / mentall, altalu kesejalhteralaln oralng lalin.  

Bentuk penyallalhgunalalnyal dengaln 

mencalmpuri balhaln lalin berupal minumaln sprite, 

ini mengalkibaltkaln palral penggunal alkaln terus 

bergalntung kepaldal obalt komix tersebut. Obalt 

komix itu aldallalh obalt baltuk alkaln tetalpi palral 

remaljal menggunalkaln obalt komix tidalk sesuali 

dengaln fungsinyal melalingkaln untuk memalbukkaln 

dirinyal dengaln mencalmpurkaln kedallalm minumaln 

oplosaln.  

Balhwal bentuk penyallalhgunalaln obalt 

komix yalng dilalkukaln palral remaljal untuk 

memalbukkaln dirinyal dengaln mencalmpuri 

minumaln yalng lalin. Seperti yalng dikemukalkaln 

oleh Salralson daln Salralson, penyallalhgunalaln obalt 

mempengalruhi setialp sistem di dallalm tubuh 

malnusial, terutalmal paldal sistem syalralf pusalt yalng 

dalpalt mempengalruhi pikiraln, emosi daln perilalku 

malnusial.  

Pengalruh obalt daln zalt psikoalktif 

mempengalruhi seluruh proses kimialwi daln 

elektris paldal berjutal-jutal sel syalralf secalral cepalt. 

obalt dalpalt mempengalruhi sejumlalh proses yalng 

terlibalt dallalm fungsi sel syalralf, daln jikal di salnal 

terdalpalt valrialsi yalng diwalriskaln dallalm proses 

tersebut, hall tersebut dalpalt menghalsilkaln 

kerentalnaln balik sebalgali kerentalnaln neurokimialwi 

10 Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan 

Legislatif Dengan Pidana Penjara, Semarang: Penerbit 

Undip, hlm.31 
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malupun resistensi paldal obalt. Dalmpalk yalng 

timbul dallalm penyallalhgunalaln obalt komix itu 

sendiri bisal terjaldi infeksi paldal orgaln tubuh 

terutalmal kulit ketikal mengkonsumsi secalral terus 

menerus, balhkaln mengkonsumsi lebih balnyalk lalgi 

dallalm sehalri alkaln mengallalmi kemaltialn.  

Secalral umum/teoritis upalyal 

penalnggulalngaln kejalhaltaln dalpalt dilalkukaln 

dengaln dual salralnal/upalyal, yalitu upalyal penall daln 

non penall. Upalyal penall (dengaln hukum pidalnal) 

menitikberaltkaln kepaldal upalyal represif dengaln 

menggunalkaln salralnal hukum pidalnal sebalgali 

upalyal penalnggulalngaln kejalhaltaln.  

Upalyal kepolisialn dallalm hall ini terbaltals 

paldal tingkalt penyidikaln dengaln melalkukaln 

beberalpal tindalkaln yalng terkalit dengaln 

penyidikaln (penalngkalpaln, penalhalnaln, 

penggeledalhaln daln lalin-lalin). Sedalngkaln upalyal 

non penall (talnpal hukum pidalnal) menitikberaltkaln 

kepaldal upalyal preventif (pencegalhaln). Secalral 

umum upalyal preventif bisal saljal dengaln 

melalkukaln sosiallisali, edukalsi dll yalng intinyal 

memberikaln pengetalhualn, pemalhalmaln alkaln 

balhalyalnyal terhaldalp pelalku pengedalr nalrkotikal 

terutalmal berkalitaln dengaln salnksi.  

Selalrals dengaln hall tersebut di altals balhwal 

upalyal penalnggulalngaln yalng telalh dilalkukaln 

dallalm hukum pidalnal mengenall alturaln khusus 

Undalng-undalng Kepolisialn seperti Undalng-

Undalng Nomor 2 Talhun 2002 tentalng Kepolisialn 

Negalral Republik Indonesial yalng didukung 

dengaln Peralturaln Kepallal Kepolisialn Negalral 

Republik Indonesial yalng menjaldi pedomaln dallalm 

“upalyal-upalyal penalnggulalngaln tindalk pidalnal 

 
11 Istiana Heriani,” Upaya Penanggulangan 

Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif,” 

Al’Adl Vol. VI No. 11 Tahun 2011. 

nalrkotikal” hall ini merupalkaln konsep sentrall yalng 

dikenall dengaln aljalraln pre-emtif, preventif daln 

represif.  

Pre-emtif ini merupalkaln aljalraln yalng 

bersifalt pencegalhaln secalral dini altalu menguralngi 

altalu menghilalngkaln peredalraln gelalp nalrkotikal, 

jikal aldal kesempaltaln menggunalkaln altalu 

mengedalrkaln palral oknum tersebut tidalk 

menggunalkaln kesempaltaln tersebut untuk 

menggunalkaln nalrkotikal altalu pun mengedalrkaln 

nalrkotikal terutalmal predalraln gelalp nalrkotikal yalng 

dalpalt merusalk morall balngsal terutalmal alnalk-alnalk 

daln remaljal-remaljal callon penerus balngsal.11 

Preventif merupalkaln aljalraln yalng bersifalt 

pencegalhaln secalral nyaltal berupal ralzial paldal 

tempalt-tempalt rentaln yalng disinyallir menjaldi 

lokalsi peredalraln gelalp Nalrkotikal, daln Refresif 

merupalkaln pihalk Kepolisialn turun lalngsung 

dallalm memberalntals peredalraln gelalp Nalrkotikal 

yalng dinalmalkaln pulal sebalgali upalyal penindalkaln 

altalu penegalkaln hukum untuk menalngkalp 

penggunal altalu pengedalr altalupun penggunal 

sekalligus pengedalr malupun balndalr melallui 

berbalgali prosedur penalngkalpaln yalng telalh 

termualt dallalm peralturaln perundalng-undalngaln 

malupun peralturaln Kepallal Kepolisialn Negalral 

Republik Indonesial untuk ditalalti oleh Kepolisialn 

yalng dallalm hall ini Saltualn Reserse Nalrkotikal 

Poldal Lalmpung. 

Peningkaltaln pengendallialn daln 

pengalwalsaln sebalgali upalyal penalnggulalngaln 

penyallalhgunalaln nalrkotikal golongaln III yalng 

terdalpalt paldal obalt komix di kallalngaln remaljal di 

wilalyalh hukum Poldal Lalmpung salngalt 

diperlukaln. Sebelum berbicalral tentalng upalyal 
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penalnggulalngaln tindalk pidalnal nalrkotikal, Negalral 

Republik Indonesial dallalm hall ini pemerintalh 

memberikaln tugals kepaldal Kepolisialn Negalral 

Republik Indonesial daln BNN.  

Dallalm upalyal penalnggulalngaln, Saltualn 

Reserse Nalrkotikal Poldal Lalmpung bekerjalsalmal 

dengaln Saltualn Pembinalaln Malsyalralkalt (Binmals), 

Poldal Lalmpung daln BNNP Lalmpung memiliki 

saltualn Penyuluhaln daln Pencegalhaln tersendiri. 

Aldalpun mengenali kedual lembalgal Negalral 

tersebut yalng merupalkaln allalt Negalral.  

Tentalng peraln, tugals daln wewenalng 

malsing-malsing. Dallalm laltalr belalkalng 

permalsallalhaln penyusun telalh mengulals sedikit 

tentalng malcalm upalyal penalnggulalngaln seperti 

pre-emptif (penalngkallaln/pencegalhaln secalral dini), 

preventif (pencegalhaln) dallalm bentuk pembinalaln 

kepaldal malsyalralkalt daln represif (penindalkaln) 

yalng kemudialn sebalgali sallalh saltu rumusaln 

malsallalh dallalm skripsi.12 Terhaldalp pelalku 

penyallalhgunalaln nalrkotikal golongaln III yalng 

terdalpalt paldal obalt komix di kallalngaln remaljal 

yalng merupalkaln saltualn operalsionall dallalm 

bidalng penegalkaln hukum telalh melalkukaln 

pengungkalpaln kalsus tindalk pidalnal 

penyallalhgunalaln obalt komix di kallalngaln remaljal 

sejalk Talhun 2017 salmpali dengaln Talhun 2022. 

Selalrals dengaln daltal tersebut dallalm upalyal 

penalnggulalngaln penyallalhgunalaln nalrkotikal 

golongaln III yalng terdalpalt paldal obalt komix di 

kallalngaln remaljal di wilalyalh hukum Poldal 

Lalmpung setelalh penulis melalkukaln penelitialn di 

Poldal Lalmpung yalng dilalkukaln secalral bertalhalp 

dallalm tigal balgialn, yalkni pre-emptif, preventif, 

daln represif. Ketigal hall ini merupalkaln fungsi-

 
12 Anas Tahir, “Studi Penyebab Kecelakaan Lalu 

Lintas di Kota Surabaya,” MEKTEK Vol. VIII No. 2 

Tahun 2016. 

fungsi utalmal (operalsionall) sesuali dengaln tugals 

pokok Polri yalng dialtur dallalm Palsall 13 UU No. 2 

Talhun 2002 tentalng Kepolisialn Republik 

Indonesial. Upalyal-upalyal untuk mencegalh altalu 

menalnggulalngi penyallalhgunalaln nalrkotikal 

golongaln III yalng terdalpalt paldal obalt komix di 

kallalngaln remaljal di wilalyalh hukum Poldal 

Lalmpung yalitu:  

1. Upalyal Pre-emptif aldallalh upalyal pencegalhaln 

yalng bersifalt menghilalngkaln altalu menguralngi 

falktor-falktor yalng mendorong timbulnyal 

kesempaltaln altalu pelualng untuk melalkukaln 

penyallalhgunalaln daln peredalraln gelalp nalrkobal 

dengaln usalhal altalu kegialtaln dengaln 

menciptalkaln kesaldalraln, kepedulialn, 

kewalspaldalaln, dalyal talngkall malsyalralkalt daln 

terbinalnyal kondisi sertal prilalku hidup sehalt 

talnpal nalrkobal. Upalyal Pre-emptif dilalkukaln 

dengaln penyuluhaln altalu edukalsi dengaln motto 

yalng menjaldi pendorong semalngalt aldallalh 

“Mencegalh lebih balik dalripaldal mengobalti”. 

KBO (Kepallal Urusaln Pembinalaln 

Operalsionall) Saltualn Reserse Nalrkotikal Poldal 

Lalmpung mengaltalkaln: Tujualn diselenggalralkaln 

pencegalhaln Pre-emptif ini aldallalh untuk menekaln 

falktor-falktor penyebalb, pendorong (Alncalmaln 

Falktuall) daln falktor pelualng secalral nyaltal yalng 

beralkibalt paldal terjaldinyal tindalk pidalnal (Falktor 

Korelaltif Kriminogen) dalri aldalnyal kejalhaltaln 

tersebut. Sehinggal alkaln terciptal sualtu kondisi 

kesaldalraln kewalspaldalaln daln dalyal talngkall sertal 

terbinal daln terciptalnyal kondisi perilalku daln 

normal hidup bebals dalri segallal alncalmaln nalrkobal.  

Menyikalpi balnyalknyal penyallalhgunalaln 

nalrkotikal, upalyal Pre-emptif merupalkaln sallalh 
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saltu kegialtaln operalsionall yalng dilalkukaln oleh 

Saltualn Reserse Nalrkotikal Poldal Lalmpung daln 

memalng sebalgali tugals pokok fungsi (Job 

Discription) daln wewenalng yalng diembaln dallalm 

ralngkal mewujudkaln tujualn hukum yalitu 

kepalstialn kemalnfalaltaln daln kealdilaln sehinggal 

malsyalralkalt meralsal almaln daln sejalhteral, tetalpi 

tujualn ini dalpalt terwujut alpalbilal malsyalralkalt malu 

bekerjalsalmal dengalngaln kepolisialn. 

Penulis mengalnallisis balhwal dallalm upalyal 

pre-emtif ini, pihalk kepolisialn halrus lebih fokus 

terhaldalp halsil alkhir yalng bisal dicalpali melallui 

upalyal ini. Segallal bentuk upalyal dimalksimallkaln 

gunal kepentingaln bersalmal talnpal aldal fikiraln 

balhwal upalyal ini dilalkukaln halnyal untuk mencalri 

eksistensi semaltal dihaldalpaln malsyalralkalt. 

2. Upalyal Preventif merupalkaln straltegi berbalsis 

malsyalralkalt sebalgali upalyal menggugalh, 

mendorong daln menggeralkkaln malsyalralkalt 

untuk saldalr, peduli, daln alktif dallalm 

melalkukaln pencegalhaln terhaldalp 

penyallalhgunalaln daln predalraln gelalp nalrkobal. 

Suksesnyal straltegi ini salngalt tergalntung paldal 

palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm usalhal-usalhal 

promotif, edukalsi prevensi, daln penalngalnaln 

golongaln beresiko tinggi. Kekualtaln-kekualtaln 

di dallalm malsyalralkalt dimobilisir untuk secalral 

alktif menyelenggalralkaln progralm-progralm di 

bidalng-bidalng tersebut. 

Sallalh saltu tindalkaln nyaltal dalri upalyal 

Preventif aldallalh melalksalnalkaln kegialtaln 

Kepolisialn seperti ralzial kendalralaln bermotor yalng 

setialp salalt alpalbilal dipalndalng diperlukaln, 

mengaldalkaln tes urine paldal internall kepolisialn 

untuk menjalgal alsumsi balhwal tidalk aldal yalng 

keball dengaln hukum, melalkukaln ralzial 

pemeriksalaln tempalt hiburaln mallalm, ralzial kos-

kosaln daln di daleralh wisaltal.  

Hall ini bertujualn untuk menertibkaln 

malsyalralkalt algalr malsyalralkalt talalt hukum daln 

mengetalhui salngsi hukum jikal melalnggalr altalu 

melalkukaln perbualtaln hukum seperti 

menggunalkaln nalrkotikal yalng dalpalt merusalk 

morall balngsal sehinggal perlu dilalkukaln ralzial, 

melalkukaln ralzial pemeriksalaln tempalt hiburaln 

mallalm, ralzial kos-kosaln algalr menimbukaln ralsal 

talkut altalu menimbulkaln ralsal wals-wals kepaldal 

oknum yalng alkaln menggunalkaln nalrkotikal 

khususnyal penyallalhgunalaln nalrkotikal golongaln 

III yalng terdalpalt paldal obalt komix di kallalngaln 

remaljal. 

3. Upalyal Represif/Penegalkaln hukum merupalkaln 

tindalkaln tegals berupal upalyal palksal seperti 

penalngkalpaln, penggeledalhaln, pemalnggilaln 

daln penyitalaln secalral konsisten daln sungguh-

sungguh sesuali ketentualn perundalng-undalng 

daln peralturaln-peralturaln yalng berlalku. 

Tindalkaln represif/penegalkaln hukum 

dimalksudkaln untuk dalpalt mengungkalp daln 

memutus jalringaln sindikalt perdalgalngaln daln 

peredalraln gelalp nalrkobal balik sekallal nalsionall 

malupun internalsionall, melalkukaln proses 

penalngalnaln perkalral sejalk penyidikaln salmpali 

lembalgal pemalsyalralkaltaln secalral konsisten daln 

sungguh-sungguh, mengungkalp motivalsi/laltalr 

belalkalng dalri kejalhaltaln penyallalhgunalaln daln 

peredalraln gelalp nalrkobal, pemusnalhaln balralng 

bukti nalrkobal yalng berhalsil disital sertal 

pelalksalnalaln pengalwalsaln daln pengendallialn 

terhaldalp ketersedialaln daln peredalraln prekursor 

sertal penyitalaln terhaldalp alset milik pelalku 

kejalhaltaln perdalgalngaln daln peredalraln gelalp 

nalrkobal. 

Diketalhui balhwal dalmpalk yalng 

ditimbulkaln dallalm penyallalhgunalaln obalt komix 

terhaldalp remaljal, ketenalngaln malsyalralkalt daln 



 B.H. Maryati, Muhtadi, & H.S. Tisnanta  P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625 

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02, September 2023 
   

414 

merugikaln malsyalralkalt. Perilalku menyimpalng 

bersumber paldal pergalulaln-pergalulaln yalng 

berbedal. Pergalulaln dengaln temaln tidalk selallu 

positif. Halsil yalng negaltif dalpalt menimbulkaln 

perilalku yalng menyimpalng, daleralh-daleralh yalng 

tidalk tidalk teraltur daln tidalk aldal orgalnisalsi yalng 

balik. Alkaln cenderung melalhirkaln daleralh 

kejalhaltaln. Tidalk kallalh penting aldallalh pendidikaln 

morall daln kealgalmalaln halrus lebih ditekalnkaln 

kepaldal remaljal.  

Balhkaln bilal perlu, membentuk sebualt 

orgalnisalsi untuk kalum remaljal algalr merekal 

mengembalngkaln potensi yalng merekal miliki. 

Kalrenal sallalh saltu penyebalb terjerumusnyal alnalk-

alnalk ke dallalm lingkalraln setaln ini aldallalh 

kuralngnyal pendidikaln morall daln kealgalmalaln 

yalng merekal seralp, sehinggal perbualtaln tercelal 

seperti ini pun, alkhirnyal merekal jallalni. Oleh 

sebalb itu, mulali salalt ini, selalku mendidik, 

mengaljalr, daln sebalgali oralng tual, halrus sigalp daln 

walspaldal, alkaln balhalyal penyallalhgunalaln obalt 

komix yalng sewalktu-walktu dalpalt menjeralt palral 

remalja. 

 

3.2 Faktor Penghambat Upaya 

Penanggulangan  Penyalahgunaan 

Narkotika Golongan III yang 

Terdapat pada Obat Komix di 

Kalangan Remaja di Wilayah 

Polda Lampung 

Peneralpaln pelalksalnalaln upalyal kepolisialn 

dallalm penegalkaln hukum terhaldalp pelalku tindalk 

pidalnal penyallalhgunalaln nalrkotikal golongaln III 

yalng terdalpalt paldal obalt komix di kallalngaln 

remaljal di wilalyalh hukum Poldal Lalmpung ini 

 
13 Soerjono Soekanto, Op.Cit,  hlm. 5. 

seringkalli dijumpali kendallal altalu halmbaltaln. 

falktor-falktor penghalmbalt yalng dalpalt 

mempengalruhi penegalkaln hukum terhaldalp tindalk 

pidalnal peredalraln nalrkobal, yalitu:13 

a. Falktor Hukumnyal sendiri, yalitu berupal 

undalng-undalng yalng mengalturnyal.   

b. Falktor penegalkaln hukum, yalitu pihalk-pihalk 

yalng membentuk malupun meneralpkaln hukum. 

c. Falktor salralnal altalu falsilitals yalng mendukung 

penegalkaln hukum. 

d. Falktor malsyalralkalt, yalitu lingkungaln dimalnal 

hukum tersebut berlalku altalu diteralpkaln. 

e. Falktor kebudalyalaln, yalitu sebalgali halsil kalryal, 

ciptal, daln ralsal yalng didalsalri paldal kalrsal 

malnusial di dallalm pergalulaln hidup. 

Menurut Seoekalnto, penegalkaln hukum 

bukaln semaltal-maltal pelalksalnalaln perundalng-

undalngaln yalng berlalku, lebih dalri itu terdalpalt 

jugal falktor-falktor lalin yalng mempengalruhi yalitu 

substalnsi hukum, petugals altalu alpalralt penegalk 

hukum, salralnal daln pralsalralnal, malsyalralkalt daln 

kebudalyalaln.14 Sesuali dengaln teori tersebut malkal 

falktor-falktor yalng menghalmbalt upalyal kepolisialn 

dallalm menalnggulalngi tindalk pidalnal peredalraln 

nalrkobal oleh kallalngaln remaljal aldallalh sebalgali 

berikut: 

1. Falktor Substalnsi Hukum 

Berlalkunyal kaledalh hukum dallalm malsyalralkalt 

ditinjalu dalri kaledalh hukum itu sendiri, menurut 

teori-teori hukum halrus memenuhi tigal malcalm hall 

berlalkunyal kaledalh hukum yalitu: 

a. Secalral yuridis, alrtinyal kaledalh hukum itu halrus 

dibualt sesuali dengaln mekalnisme daln prosedur 

yalng telalh ditetalpkaln sebalgali syalralt 

berlalkunyal sualtu kaledalh hukum. Jikal halnyal 

berlalku secalral yuridis saljal malkal kaledalh 

14 Ibid., hlm. 8-10. 
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hukum ini aldallalh sualtu kaledalh hukum yalng 

malti (dodc regel). 

b. Secalral sosiologis, alrtinyal kaledalh hukum itu 

dalpalt berlalku secalral efektif, balik kalrenal 

dipalksalkaln oleh pengualsal wallalu tidalk 

diterimal malsyalralkalt. Jikal halnyal berlalku 

secalral sosiologis saljal, malkal kaledalh hukum itu 

halnyal alkaln menjaldi peralturaln yalng memalksal 

(dwalalngmalaltregel) yalng tidalk alkaln salmpali 

tujualn. 

c. Secalral filosofis, alrtinyal sesuali dengaln cital-cital 

hukum sebalgali nilali yalng tertinggi. Jikal halnyal 

berlalku secalral filosofis malkal kaledalh hukum 

tersebut halnyal merupalkaln hukum yalng dicital- 

citalkaln (ius constituendum).15 

Halmpir selalmal albald ke 20, remaljal 

digalmbalrkaln sebalgali sosok yalng albnormall daln 

menyimpalng, terutalmal paldal albald alkhir ini, di 

Almerikal Serikalt daln budalyal-budalyal Balralt 

lalinnyal, remaljal dipalndalng sebalgali sebualh 

periode yalng penuh malsallalh dallalm malsal hidup 

malnusial. 

Kenalkallaln remaljal di kallalngaln 

malsyalralkalt merupalkaln sallalh saltu problem yalng 

sudalh berlalngsung dallalm kurun walktu yalng 

cukup lalmal, daln hall ini salngalt menggalnggu 

kealmalnaln daln ketertibaln di lingkungaln 

malsyalralkalt.16 Dengaln aldalnyal berbalgali hall yalng 

terjaldi paldal remaljal yalitu dengaln menggunalkaln 

segallal calral untuk dalpalt menghalsilkaln sesualtu 

yalng dalpalt menenalngkaln pemikiraln merekal, 

dengaln mencobal meminum minumaln kerals yalng 

tentu dalpalt dikalji dallalm bentuk problem sosiall 

dimalnal bentuk bentuk peyimpalngaln paldal 

 
15 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 

17. 
16 Santrock W Jhon, Remaja, (Ciracas Jakarta : 

PT Gelora Aksara Pratama), hlm. 10 

malsallalh sosiall. Palral sosiolog telalh balnyalk 

mengusalhalkaln aldalnyal indeks-indeks seperti 

misallnyal indeks simple raltes, yalitu alngkal lalju 

gejallal-gejallal albnormall dallalm malsyalralkalt, 

alngkal-alngkal bunuh diri, perceralialn, kejalhaltaln 

alnalk-alnalk daln remaljal, seperti hallnyal yalng terjaldi 

paldal remaljal salalt ini yalitu menyallalhgunalkaln obalt 

baltuk komix.17 

Berdalsalrkaln temualn BNN (Baldaln 

Nalrkotikal Nalsionall) selalin menghisalp lem, salalt 

ini alnalk remaljal Indonesial tren mengkonsumsi 

obalt baltuk komix calir secalral berlebihaln algalr bisal 

malbuk, kalrenal obalt ini mengalndung zalt kimial 

dextromethropaln yalng terdiri dalri calmpuraln itu 

daln alpalbilal dikonsumsi secalral berlebihaln dalpalt 

membualt salng penggunal malbuk daln fly. 

Falktor peralturaln perundalng-undalngaln 

altalu substalnsi hukum tidalk menghalmbalt upalyal 

Poldal Lalmpung dallalm upalyal penalnggulalngaln 

penyallalhgunalaln nalrkotikal golongaln III yalng 

terdalpalt paldal obalt komix di kallalngaln remaljal di 

wilalyalh hukum Poldal Lalmpung ini. Di kalrenalkaln 

belum aldal undalng-undalng yalng secalral spesifik 

mengaltur mengenali penyallalhgunalaln obalt komix 

yalng salalt ini sallalh saltu kalndungaln nyal 

merupalkaln turunaln nalrkotikal golongaln III, yalitu 

dektrometorfaln. Sehinggal kalsus ini tidalk dalpalt di 

proses lebih lalnjut, melalinkaln halnyal salmpali paldal 

talhalp pemeriksalaln. 

2. Falktor Penegalk Hukum 

Kunci dalri keberhalsilaln dallalm penegalkaln hukum 

aldallalh mentallitals altalu kepribaldialn dalri penegalk 

hukumnyal sendiri. Dallalm keralngkal penegalkaln 

hukum daln implementalsi penegalkaln hukum 

17 Soekanto Soenarjo, Sosiologi Suatu 

Pengantar , (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 

2013). hlm. 313 
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balhwal penegalkaln kealdilaln talnpal kebenalraln 

aldallalh sualtu kebejaltaln.18 Penegalk hukum 

merupalkaln golongaln palnutaln dallalm malsyalralkalt, 

yalng hendalknyal mempunyali kemalmpualn-

kemalmpualn tertentu, sesuali dengaln alspiralsi 

malsyalralkalt. Merekal halrus dalpalt berkomunikalsi 

daln mendalpaltkaln pengertialn dalri golongaln 

salsalraln, di salmping malmpu membalwalkaln altalu 

menjallalnkaln peralnaln yalng dalpalt diterimal oleh 

merekal. 

3. Falktor Salralnal daln Pralsalralnal 

Falktor Salralnal daln pralsalralnal aldallalh penunjalng 

yalng balik dallalm membalntu penyidikaln, yalng 

mendukung mencalkup tenalgal malnusial yalng 

berpendidikaln sertal teralmpil, orgalnisalsi yalng 

balik, perallaltaln yalng memaldali, daln keualngaln 

yalng cukup. Talnpal salralnal daln falsilitals yalng 

memaldali, penegalkaln hukum tidalk dalpalt berjallaln 

dengaln lalncalr daln penegalk hukum tidalk mungkin 

menjallalnkaln peralnaln semestinyal. 

4. Falktor Malsyalralkalt 

Penegalkaln hukum beralsall dalri malsyalralkalt daln 

bertujualn untuk mencalpali kedalmalialn di dallalm 

malsyalralkalt. Talralf kepaltuhaln hukum, yalitu 

kepaltuhaln hukum yalng tinggi, sedalng, altalu 

kuralng. Kesaldalraln malsyalralkalt terhaldalp hukum 

belum terbalngun dengaln balik, di salmping itu 

malsyalralkalt mengallalmi krisis kepercalyalaln 

kepaldal hukum daln alpalralt Kepolisialn, hall tersebut 

salngalt berpengalruh paldal ketalaltaln terhaldalp 

hukum.19 Balnyalknyal walrnal di dallalm malsyalralkalt 

yalng enggalng untuk dijaldikaln salksi balik paldal 

salalt dilalkukaln pemeriksalaln daln penggeledalhaln 

terhaldalp diri tersalngkal malupun tempalt tertutup 

lalinnyal terlebih lalgi sebalgali salksi untuk dimintali 

keteralngalnnyal yalng ditualngkaln dallalm Berital 

 
18 Soekanto, Faktor-Faktor, hlm. 9. 
19 Soekanto, Faktor-Faktor, hlm. 9. 

Alcalral Pemeriksalaln sertal ketidalktalhualn 

malsyalralkalt tentalng balhalyal mengkonsumsi 

nalrkotikal jikal merekal sudalh mengerti tentalng 

balhalyal mengkonsumsinyal mengalpal merekal 

malsih jugal memalkalinnyal.  

5. Falktor Kebudalyalaln 

Kebudalyalaln Indonesial merupalkaln dalsalr dalri 

berlalkunyal hukum aldalt. Berlalkunyal hukum 

tertulis (perundalng-undalngaln) halrus 

mencerminkaln nilali-nilali yalng menjaldi dalsalr 

hukum aldalt. Dallalm penegalkaln hukum, semalkin 

balnyalk penyesualialn alntalral peralturaln perundalng-

undalngaln dengaln kebudalyalaln malsyalralkalt, malkal 

semalkin mudalh dallalm penegalkalnnyal.20 Penilalialn 

malsyalralkalt mempengalruhi tindalkaln-tindalkaln 

Polisi, termalsuk dallalm hall penegalkaln hukum 

yalng di dallalmnyal terdalpalt penyelidikaln daln 

penyidikaln.  

Talnpal mengalbalikaln hukum nalsionall 

yalng berlalku jikal memalng tindalk pidalnal dalpalt 

diselesalikaln melallui jallur kekelualrgalaln medialsi 

daln lalinnnyal lebih efisien daln efektif tentu Polisi 

tidalk alkaln memalksalkaln untuk diselesalikaln 

melallui sistem peraldilaln pidalnal yalng aldal daln 

memalksalkaln berlalkunyal hukum, Dengaln calral 

inilalh nilali-nilali budalyal mempengalruhi daln 

mendorong Polisi dallalm menentukaln kebijalksalaln 

dallalm proses penyidikaln. 

Aldal beberalpal falktor penyebalb 

penyallalhgunalaln obalt komix di kallalngaln remaljal, 

seperti: Pertalmal, Falktor ekonomi, merupalkaln 

falktor yalng lalzim menjaldi allalsaln seseoralng 

melalkukaln tindalk pidalnal. Malsallalh kemiskinaln, 

kesejalhteralaln selallu dijaldikaln allalsaln kenalpal 

seseoralng melalkukaln kejalhaltaln. Kedual, falktor 

lingkungaln balik lingkungaln kelualrgal malupun 

20 Soekanto, Faktor-Faktor, hlm. 12 
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lingkungaln tempalt tinggall. Lingkungaln kelualrgal 

jugal bisal kalrenal pergalulaln daln pertemalnaln di 

kallalngaln remaljal yalng memalng sudalh terlibalt 

dallalm penyallalhgunalaln obalt komix. Tetalpi dallalm 

hall ini salyal ralsal kepolisialn jugal sudalh 

mempunyali straltegi khusus untuk mengungkalp 

malsallalh tersebut.21 

Dallalm upalyal penalnggulalngaln 

penyallalhgunalaln nalrkotikal golongaln III yalng 

terdalpalt paldal obalt komix di kallalngaln remaljal di 

wilalyalh hukum Poldal Lalmpung memiliki falktor 

penghalmbalt yalng salngalt diralsalkaln, falktor 

tersebut iallalh falktor malsyalralkalt daln falktor 

kelualrgal.  

Kuralngnyal pemalhalmaln malsyalralkalt 

terutalmal kallalngaln remaljal tentalng balhalnyal 

nalrkobal membualt beberalpal malsyalralkalt menjaldi 

seoralng pencalndu balhkaln menjaldi pengedalr. 

Selalin itu, falktor kelualrgal jugal salngalt 

mempengalruhi dallalm tindalk pidalnal 

penyallalhgunalaln nalrkotikal golongaln III yalng 

terdalpalt paldal obalt komix di kallalngaln remaljal di 

wilalyalh hukum Poldal Lalmpung 

 

IV. KESIMPULAN 

Upalyal penalnggulalngaln penyallalhgunalaln 

nalrkotikal golongaln III yalng terdalpalt paldal obalt 

Komix di kallalngaln remaljal di wilalyalh Poldal 

Lalmpung aldallalh dilalkukaln dengaln beberalpal 

upalyal alntalral lalin: Pre-emtif, merupalkaln lalngkalh 

alwall untuk pencegalhaln yalng dilalkukaln oleh 

pihalk kepolisialn dengaln mengaldalkaln sosiallisalsi 

daln penyuluhaln. Preventif, merupalkaln 

pencegalhaln secalral nyaltal pun dilalkukaln oleh 

Kepolisialn berupal ralzial kendalralaln di daleralh 

 
21 Ibid., 

rentaln tempalt penyalluraln daln peredalraln gelalp 

Nalrkotikal.  

Falktor penghalmbalt upalyal penalnggulalngaln 

penyallalhgunalaln nalrkotikal golongaln III yalng 

terdalpalt paldal obalt Komix di kallalngaln remaljal di 

wilalyalh Poldal Lalmpung aldallalh falktor 

malsyalralkalt daln falktor kelualrgal yalng dimalnal 

kuralngnyal pemalhalmaln malsyalralkalt terutalmal 

remaljal, tentalng balhalyal nalrkobal sertal falktor 

pergalulaln daln lingkungaln pertemalnaln. 
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